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Abstrak 

Penelitian ini mendeskripsikan sistem kewarisan pada masyarakat muslim suku 

Tengger serta menganalisis nilai-nilai hukum adat yang ada dalam perspektif hukum 

Islam. Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif-kualitatif. Dalam penelitian 

ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data di lapang melalui observasi dan 

wawancara. Selain itu, peneliti juga melakukan studi pustaka terkait rujukan tentang 

hukum adat dan hukum Islam.  Dari hasil analisis yang dilakukan, tinjauan yuridis 

empiris ada nilai-nilai yang sesuai dengan semangat ruh islam. Seperti prinsip 

bilateral dan individual dalam hukum Islam. Prinsip bilateral yaitu prinsip keturunan 

yang memperhitungkan hubungan kekerabatan baik melalui garis laki-laki maupun 

perempuan. Sedangkan maksud prinsip individual adalah bahwa ahli waris berhak 

mendapatkan warisan secara perorangan dan memilikinya secara pribadi. Adapun 

tinjauan normatif terkait sistem kewarisan masyarakat muslim suku Tengger, maka 

sesungguhnya ditemukan beberapa hal belum sesuai dengan nilai-nilai Islami. 

Seperti masalah struktur ahli waris, waktu pembagian warisan, syarat, rukun, sebab 

mendapatkan warisan, dan jumlah besarnya bagian yang diterima oleh ahli waris. 

Hukum-hukum agama termarjinalkan oleh hukum adat yang ada, terutama berkaitan 

dengan masalah hukum waris. Pada praktik yang ada, orang tua mempunyai peranan 

penentu terkait masalah kewarisan. Mulai dari waktu pembagian warisan, ukuran 

bagian yang diterima sampai peralihan bagian kepada ahli waris. 

Kata Kunci: Kewarisan Adat, Suku Tengger 

 

Abstract 

This research describes about inheritance system to the moslem society of Tengger's 

family and analizes the values of tradition law on Islamic law perspective. This 

research uses a qualitative- descriptive design. A researcher acts as a collector data 

in the field by observing and interviewing. Beside it, a researcher does a librarian 

study about the references of tradition law and  Islamic law. The result ofanalysis on 

judirical observation is about the appropriateness value to the spirit Islamic soul. As 

like the billaterial principal is descent principle that computing family's relationship 

between man and woman.  While the meaning of individual principle is inheritance 

member has a right to get inheritance individually. As for normative observation, it is 

found that many rules are not in Islamic law line. For instance, the structure 

inheritance, time of dividing inheritance, prerequrement,pillar,the cause and the 

quantity. Islamic law is dominated by tradition law,especially on the inheritance 

case. On practicing, parent have a certain rule about inheritance since 

dividing,sizing and changing inheritance. 
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PENDAHULUAN 

Sesungguhnya masalah harta warisan atau faraidh dalam fikih Islam 

mempunyai kedudukan yang sangat urgen. Mulai dari mempelajarinya sampai 

mengajarkannya kembali kepada orang lain. Selanjutnya untuk diamalkan. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw : 

ْ هُريَْ رةََ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلّمَ " يَ   وَعَليّمُوْهَا, عَلَّمُوْا الفَراَئيضَ ت َ أبَََ هُريَْ رةََ,  عَنْ أَبِي

.  شيئ أوَّلُ , وَهُوَ يُ نْسَى, وَهُوَ نيصْفُ الْعيلْمي  فَإنَّهُ  ْ نْ أمَُّتِي زعَُ مي  يُ ن ْ

Artinya               

Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah Saw telah bersabda: Wahai Abu 

Hurairah, Kalian pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah, karena ilmu faraidh 

adalah setengah dari ilmu, dan orang-orang akan melupakannya, dan ilmu 

faraidh merupakan ilmu yang pertama kali dicabut dari ummatku.1 

Di Indonesia, istilah warisan disebut juga dengan istilah harta pusaka, 

penamaan ini sangat erat kaitannya dengan nilainya yang sangat berharga. Fenomena 

masyarakat Indonesia pada umumnya sangat menjaga nilai-nilai adat dan tradisi-

tradisi kearifan lokal masyarakat setempat. Pengamalan agama dan ritual-ritual 

keagamaannya banyak dibumbui oleh nuansa adat-istiadat. Dalam pembagian harta 

warisan masyarakat muslim di Indonesia masih mayoritas memakai hukum adat. 

Sebagian besar bangsa Indonesia dalam hal ini kita berada pada garis demarkasi 

antara hukum adat dan hukum Islam, yang mana hukum Islam itu pada sebagian 

besar masyarakat yang beragama Islam belum berlaku sebagaimana mestinya. Di 

sebagian besar masyarakat, kecuali di beberapa daerah atau pada kelompok-

kelompok terbatas, masih tetap berpegang pada hukum waris adat. Kemudian 

mengenali hukum waris adat itu sendiri terdapat sistem dan azas-azas hukumnya 

yang berbeda-beda.2 

                                                             
1 Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. (Kairo:Daar Al Hadits, 1998), hal. 478 
2 Hadikusuma, H. Hukum Waris Adat. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003) hal, 2. 
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Memang dalam tatanan pembentukan hukum kenegaraan sekalipun, kedudukan 

hukum adat mempunyai peranan yang sangat urgen. Seminar hukum adat dan 

pembinaan hukum nasional yang diselenggarakan oleh BPHN (Badan Pembinaan 

Hukum Nasional) pada tanggal 14 s/d 17 Januari 1975 di Yogyakarta, menghasilkan 

beberapa keputusan yang berkaitan dengan hukum adat. Salah satunya adalah bahwa 

hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-

bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju ke arah unifikasi hukum yang 

terutama akan dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan.3 

Begitulah hukum adat di Indonesia, seperti halnya dengan semua sistem hukum-

hukum adat di bagian lain di dunia ini, maka hukum adat itu senantiasa tumbuh dari 

sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yang 

keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu sendiri. 

Hukum yang terdapat di setiap masyarakat manusia, betapa sederhana dan 

kecilnya masyarakat itu, menjadi cerminnya. Karena tiap masyarakat, tiap rakyat, 

mempunyai kebudayaan sendiri, dengan corak dan sifatnya sendiri … mempunyai 

cara berpikir geestesstructuur sendiri, maka hukum di dalam tiap masyarakat, sebagai 

salah satu penjelmaan geestesstructuur masyarakat yang bersangkutan, mempunyai 

corak dan sifatnya sendiri sehingga hukum masing-masing masyarakat itu berlainan.4 

Masyarakat muslim suku Tengger yang menjadi objek kajian dalam penelitian 

ini merupakan kategori suku yang sangat tinggi menjunjung norma-norma dan adat-

istiadat setempat. Sesungguhnya adat-istiadat bagian dari jati diri mereka. Mereka 

lebih memahami tentang adat-istiadat mereka daripada hal-hal yang berkaitan dengan 

hukum-hukum agama. Termasuk permasalahan waris atau faraidh. Kondisi ini tentu 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Baik faktor eksternal maupun internal. Maksud dari 

eksternal disini adalah bahwa pengenalan dan pemahaman tentang permasalahan 

hukum waris dan tata caranya belum maksimal dilakukan oleh para tokoh agama 

setempat. Sedangkan faktor internal adalah mayoritas masyarakat muslim suku 

                                                             
3 Hadikusuma, H. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. (Bandung :Mandar Maju, 2003) hal, 1. 
4 Muhammad, B. Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar. (Jakarta:Pradnya Paramita, 2006) hal, 42. 
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Tengger memang masih banyak yang belum mengerti tentang hukum-hukum agama.5 

Mayoritas masyarakat muslim suku Tengger tinggal di daerah bagian bawah 

pegunung Tengger. Seperti desa Poncokusumo, Gubugklakh dan Ngadas. Sedangkan 

yang masih beragama Hindu mendiami daerah-daerah yang lebih dekat dengan 

gunung Bromo dan gunung Semeru. Seperti desa Ranu Pani, Ngadisari, dll. Dalam 

kehidupan sehari-hari, masyarakat muslim suku Tengger tidak bisa lepas dari adat 

istiadat mereka, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan ritual keagamaan sekalipun 

adat istiadatnya masih sangat dominan. Bahkan perayaan-perayaan asli suku Tengger 

yang biasa dirayakan oleh yang beragama Hindu, masih di rayakan juga oleh suku 

Tengger yang beragama Islam. Hanya saja bentuk dan pelaksanaannya di sesuaikan 

dengan ajaran Islam.6 

Pada masyarakat muslim suku Tengger, masalah hukum kewarisan atau 

peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris bukan merupakan hal yang baru. 

Sudah menjadi tradisi setempat bahwa setiap orang tua akan mewariskan hartanya 

kepada semua anak-anaknya. Adapun mengenai masalah praktik kewarisan pada 

masyarakat muslim suku Tengger, maka posisi orang tua sangat menjadi penentu 

dalam pembagian harta warisan. Orang tua bertindak sebagai penentu terhadap 

bagian-bagian untuk setiap ahli waris. Penentu pula terhadap waktu pembagiannya. 

Sehingga keputusan dari orang tua menjadi dasar utama dalam sistem kewarisan pada 

masyarakat muslim suku Tengger. Sedangkan para ahli waris, hanya menerima apa 

yang menjadi ketentuan dari orang tua. 

Sementara Di dalam hukum Islam telah ditegaskan, bahwa jika sistem 

pembagian harta warisan tidak sesuai dengan hukum Islam, maka Allah Swt 

memberikan ancaman bagi setiap orang yang melanggar hukum-Nya. Pernyataan ini 

termaktub pada surat An-Nisa ayat 13 dan14 berikut:  

 

                                                             
5 Hasil observasi lapangan 
6 Hasil observasi lapangan 



El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam 
Volume : I No 1 Juni 2020 
E-ISSN : 2722-225X 
 

 
 

نْ تََْتيهَا الَْْنْْاَرُ خَاليديينَ في  لْهُ جَنَّاتٍ تََْريي مي عي اللَََّّ وَرَسُولَهُ يدُْخي ََليكَ تيلْكَ حُدُودُ اللََّّي وَمَنْ يطُي يهَا وَ

يمُ  يٌن )النساء  .الْفَوْزُ الْعَظي لْهُ نََراً خَاليدًا فييهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهي وَمَنْ يَ عْصي اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَيَ تَ عَدَّ حُدُودَهُ يدُْخي

 :31-31)  

Artinya 

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang 

siapa ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke 

dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di 

dalamnya;. dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa mendurhakai 

Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah 

memasukkanya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya 

siksa yang menghinakan.7  

Sesuai dengan gambaran di atas, maka peneliti ingin mendeskripsikan dan 

menganalisis sistem kewarisan adat masyarakat muslim suku Tengger dan 

mendeskripsikan dan menganalisis nilai-nilai hukum pada sistem kewarisan adat 

masyarakat muslim suku Tengger dalam perspektif hukum Islam.  

Metode 

Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif-kualitatif untuk memberikan 

gambaran atas tujuan di atas. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

pengumpul data di lapang melalui observasi dan wawancara. Peneliti menggunakan 

alat perekam, video recorder untuk sebagain objek, pedoman wawancara dan catatan 

lapangan. Selain itu, peneliti juga melakukan studi pustaka terakait dengan rujukan 

tentang hukum adat dan hukum Islam. 

Kemudian pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan sosio-

historis dan yuridis normatif. Pendekatan sosio-historis tentu melalui aspek-aspek 

pokok dalam penelitian empiris, yaitu aspek yuridis sosiologis, yuridis antropologis 

dan yuridis psikologis. Tujuannnya adalah untuk mengungkapkan secara jelas 

                                                             
7 Mujamma’ Al Malik Fahd. Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Madinah Al Munawwarah:Maktbah Al-

Malik Fahd, 2002) hal, 118. 
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bangunan norma dan hukum yang ada. Sedangkan yuridis normatif bertujuan untuk 

menganalisis hukum yang berlaku terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah 

ada.8 

PEMBAHASAN 

1. Pelaksanaan Kewarisan pada Masyarakat Muslim suku Tengger  

Pada umumnya sistem kewarisan dalam perspektif adat banyak dipengaruhi oleh 

sistem keturunan yang ada pada suatu masyarakat tersebut.9 Sistem keturunan 

yang dianut oleh masyarakat muslim suku Tengger adalah sistem parental. Sistem 

ini memberikan hak yang sama kepada semua anak-anak. Tidak ada perbedaan 

antara laki-laki maupun perempuan. Namun pada masyarakat muslim suku 

Tengger, ada perbedaan bagian tertentu sesama ahli waris. Mereka yang tinggal 

dan mengasuh kedua orang tua akan mendapatkan bagian tambahan dari warisan 

yang ia terima. 

Pada sistem kewarisan masyarakat parental atau bilateral merupakan hal yang 

tidak lazim ketika bagian yang diterima oleh waris yang satu berbeda jumlahnya 

dengan ahli waris yang lain. Karena sudah menjadi kaidah pada masyarakat 

sistem parental bahwa setiap ahli waris menerima bagian yang sama. Karena harta 

warisan dibagi berdasarkan jumlah ahli waris yang ada.  

Istilah tambahan bagian ini biasa mereka sebut dengan nama tanah gantung. 

Yaitu berupa sebidang tanah atau lahan perkebunan yang sengaja memang tidak 

dibagi-bagi. Karena sewaktu kedua orang tua masih hidup, lahan itu tidak 

ditentukan untuk bagian seseorang. Setelah kedua orang tua meninggal dunia, 

maka ahli waris yang mengasuh kedua orang tualah yang berhak untuk mengelola 

lahan tersebut. Tanah gantung juga tidak selamanya dalam bentuk lahan atau 

kebun, tapi bisa juga berupa bangunan rumah. 

Pertimbangan mereka untuk memberikan bagian tambahan ini adalah sebagai 

penghargaan karena ia menjaga dan merawat orang tua mereka. Mereka memang 

                                                             
8 Soekanto, S. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001) hal, 6) 
9 Hadikusuma, H. Hukum Waris Adat. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003) hal, 23. 
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sudah sama-sama memahami dan menerima manakala yang tinggal dengan orang 

tua mendapat bagian tambahan. 

Peneliti melihat fenomena ini sebuah budaya adat yang tidak menabrak ketentuan 

hukum agama. Karena, jika apa yang mereka lakukan berdasarkan kerelaan 

sesama ahli waris justru ini akan menimbulkan maslahat untuk keluarga. 

Maslahat yang dimaksud peneliti adalah bahwa setiap orang tua akan merasa 

damai dihari tuanya. Dia tidak akan terlantar dan terlunta-lunta, jika anak-

anaknya tinggal bersamanya dan menafkahinya. 

Pengertian maslahat seperti yang dikutip oleh Majelis Ulama Indonesia dalam 

kitab kumpulan fatwa dari kitab Irsyad al-Fuhul sebagai berikut; 

 

د َب ََع َرَ الشَ َدَ وَ صَ قَ ىَمَ ل َعَ َة َظَ افَ حَ مَ الَ َةَ حَ لَ صَ مَ الَ ب ََاد َمرَ ل اَ ََوَ 
َع َفَ 

 قَ لَ خَ الَ َنَ عَ َدَ اسَ ف َمَ الَ 

Artinya: Masalahat adalah memlihara tujuan hukum islam dengan 

menolak/menghindarkan bencana (kerusakan, hal-hal yang merugikan) dari 

makhluk (manusia).10  

Kemudian bagian yang diterima oleh setiap ahli waris akan menjadi hak 

miliknya secara pribadi. Jadi, sistem kewarisan pada masyarakat muslim suku 

Tengger memakai sistem individual. Pewarisan dengan sistem individual atau 

perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan 

pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut 

bagiannya masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-

masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian hartanya untuk diusahakan.11 

Kalau dikaitkan dengan tinjauan perspektif hukum Islam, sesungguhnya Islam 

memandang bahwa setiap individu dari ahli waris yang telah menerima bagian 

warisan dari si pewaris memang berhak memiliki apa yang ia terima. Pendapat 

ini sangat seirama dengan surat An-Nisa ayat 9; 

 

                                                             
10 Majelis Ulama Indonesia. 2011. Himpunan Fatwa MUI sejak 1975 Bagian Kedua Bidang Akidah 

dan Aliran Keagamaan. (Jakarta: Erlangga, 2011) hal, 488 
11 Hadikusuma, H. Hukum Waris Adat. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003) hal, 2. 
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ب َل الْ  ق ر  َو  ال د ان  َال و  ك  اَت ر  م  يبٌَم  َن ص  ل لن  س اء  َو  ب ون  الْ  ق ر  َو  ال د ان  َال و  ك  اَت ر  م  يبٌَم  َن ص  ال  ج  َلر   َون  اَق ل  م  م 

وضًا ف ر  يباًَم  َن ص  َك ث ر  أ و  ن هَ   (7)النساءَ:َ م 

 

 

Artinya 

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, 

dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan 

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.12 

Jadi, berdasarkan ayat di atas bisa disimpulkan bahwa setiap ahli waris 

mempunyai hak atas bagian yang ia terima dari si pewaris. Baik ahli waris anak 

laki-laki maupun anak perempuan.  

2. Asas-asas Sistem Kewarisan Hukum Adat Masyarakat Muslim 

Masyarakat muslim suku Tengger mempunyai asas pokok dalam sistem 

pembagian warisan. Asas-asas ini menjadi acuan dan pertimbangan mereka 

ketika proses untuk melakukan penentuan dan pembagian harta warisan. Asas-

asas yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Asas Maslahat 

Maksudnya adalah bahwa si pewaris sudah melakukan penentuan bagian-

bagian setiap ahli warisnya sewaktu ia masih hidup. Ahli waris mencakup 

anak laki-laki dan perempuan. Karena, kalau itu tidak dilakukan ia merasa 

khawatir akan terjadi perselisihan sesama ahli waris setelah ia meninggal 

dunia. 

Pada asas maslahat ini secara zhahir sangat berbeda dengan asas waris Islam. 

Dimana pada hukum Islam, penentuan bagian dilakukan seiring dengan telah 

meninggalnya si pewaris. Dan penentuannya tidak ada campur tangan si 

pewaris. Sedangkan penentuan dan pembagian yang dilakukan sewaktu 

pewaris masih hidup tidak disebut dengan istilah warisan, akan tetapi hanya 

sebatas hibah.13 

                                                             
12 Mujamma’ Al Malik Fahd. Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Madinah Al Munawwarah:Maktbah Al-

Malik Fahd, 2002) hal, 116. 
13 Lajnah Bidang Fiqh Fakultas Syariah Wal Qonun. Fiqh Mawaris. (Al-Azhar: Kairo) hal, 23-27 
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Memang pada proses penentuan bagian ini, peneliti melihat ada aspek 

maslahat. Penentuan ini dilakukan agar menghindari perselisihan sesama ahli 

waris setelah pewaris meninggal dunia. Karena banyak sudah kasus-kasus 

keluarga yang berselisih dan berpecah akibat pembagian harta warisan.  

Pada masyarakat muslim suku Tengger menjaga keharmonisan, kerukunan 

sesama keluarga sangat diutamakan. Sehingga peneliti melihat bahwa proses 

penentuan ini bisa menghindari akibat yang lebih berbahaya. Sementara 

dalam kaidah ushul fikih dijelaskan bahwa ketika terjadi pertentangan antara 

bahaya dan maslahat, maka menghindari bahaya lebih di utamakan ketimbang 

mengambil manfaat. ‘Azzam menjelaskan sebagai berikut: 

حَ الَ صَ مَ الَ َبَ لَ جَ َنَ ىَمَ ل َوَ أ ََدَ اسَ ف َمَ الَ َع َرَ د َ  

Artinya: “Menghindari kerusakan (bahaya) lebih di utamakan daripada 

mengambil maslahatnya (manfaat)”14 

b. Asas Kekeluargaan 

Pengertian dari asas ini adalah bahwa sudah menjadi tradisi pada masyarakat 

muslim suku Tengger memutuskan suatu perkara di dalam keluarga selalu 

menggunakan musyawarah dan secara kekeluargaan. Begitu juga halnya 

dengan penyelesaian masalah warisan. Bagian-bagian yang telah ditentukan 

oleh si pewaris diwaktu is masih hidup, kembali di rembukkan oleh sesama 

anggota keluarga. Sehingga sesama ahli waris semakin mengetahui bagian-

bagian yang diterima oleh ahli waris yang lain. 

Setelah proses peralihan bagian dilaksanakan dan masing-masing telah 

menerima bagiannya dengan sah, maka setiap ahli waris sudah mempunyai 

wewenang untuk mengelola warisan yang ia terima. Hanya saja ketika hendak 

menjual bagian yang ia terima, maka mesti terlebih dahulu ditawarkan kepada 

keluarga dekat atau ahli waris yang lain. Jika tidak ada ahli waris atau 

keluarga yang berniat membelinya, barulah ditawarkan kepada orang lain.   

Peneliti menilai bahwa pada asas ini sangat seirama dengan asas hukum waris 

Islam. Artinya bahwa dalam hukum waris Islam selalu mengedepankan 

                                                             
14 ‘Azzam, A.’A.M. 2005. Al-Qowaid Al-Fiqhiyah. (Kairo: Daar El-Hadits, 2005) hal, 145. 
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kekeluargaan. Walaupun sudah ada ketentuan dari hukum Islam bahwa 

pelaksaan masalah warisan mesti sesuai dengan hukum Islam. Namun, hukum 

Islam juga memperbolehkan pelaksanaan masalah warisan untuk diselesaikan 

secara kekeluargaan, jika bagian semua ahli waris ditentukan berdasarkan 

nash agama dan masing-masing telah mengetahui ukuran bagiannya. 

Kemudian, pada tinjauan fikih Islam setiap ahli waris memang mempunyai 

hak milik penuh atas apa yang ia dapatkan dari si pewaris. Pengelolaan dan 

pemanfaatan merupakan hak penuhnya, atau mau menjualnya kepada orang 

lain merupakan haknya sendiri tanpa tergantung keputusan orang lain. 15 

c. Asas Kepatuhan 

Maksud dari asas ini adalah bahwa si pewaris atau orang tua mempunyai hak 

penuh atas pengalihan harta yang ia miliki kepada ahli warisnya. Sedangkan 

para ahli waris hanya tinggal menerima atas apa yang telah ditentukan oleh si 

pewaris. Artinya para ahli waris mesti patuh kepada apa yang telah diputuskan 

oleh orang tua. Karena, para ahli waris tidak mempunyai wewenang untuk 

menentukan bagian mereka seperti halnya pasa sistem kewarisan mayorat. 

Dimana pada sistem mayorat kedudukan anak pertama mempunyai hak atas 

penguasaan harta dan pengelolaannya setelah orang tua meninggal dunia.  

Pada asas ini, sesungguhnya peneliti melihat ketidak selarasannya dengan asas 

yang ada pada hukum Islam. Karena asas yang dibangun pada hukum Islam 

mengenai masalah warisan adalah asas ijbari, yaitu peralihan harta dari 

seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan 

sendirinya menurut kehendak Allah Swt tanpa tergantung kepada kehendak 

dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.16 

3. Rukun, Sebab, Syarat dan Penghalang dalam sistem Kewarisan pada Masyarakat 

Muslim Suku Tengger 

Berbicara masalah rukun, sebab, syarat serta penghalang pada sistem kewarisan 

masyarakat muslim suku Tengger, maka sebenarnya peneliti tidak menemukan 

                                                             
15 Lajnah Bidang Fiqh Fakultas Syariah Wal Qonun. Fiqh Mawaris. (Al-Azhar: Kairo) hal, 23-27 
16 Syarifuddin, A. 2004. Hukum Kewarisan Islam. (Jakarta : Prenada Media, 2004) hal, 18. 
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secara detail. Maksudnya adalah bahwa mereka dalam membagi warisan tidak 

banyak prosedur yang mesti harus dilalui. Bahasa rukun tidak ditemukan pada 

sistem kewarisan mereka. 

Adapun sebab untuk mendapatkan warisan pada sistem kewarisan masyarakat 

muslim suku Tengger, maka hubungan darah atau nasab menjadi hal yang paling 

kuat. Sehingga ketika orang tua meninggal dunia, maka warisannya identik 

hanya diberikan kepada keturunannya, yaitu anak dan cucu. Selanjutnya 

termasuk sebab untuk mendapatkan warisan adalah hubungan suami istri atau 

penikahan. Jadi, ketika si suami meninggal dunia, maka si istri mendapat bagian 

dari warisan suaminya. Begitu juga dengan sebaliknya jika si istri meninggal 

dunia, maka si suami juga mendapatkan warisan dari apa yang ditinggalkan oleh 

istrinya. Kemudian pengangkatan anak juga menjadi sebab untuk mendapatkan 

warisan pada masyatkat muslim suku Tengger. 

Sedangkan syarat yang mesti dipenuhi untuk mendapatkan bagian pada waktu 

pembagian warisan adalah khususnya untuk anak angkat, mesti proses 

pengangkatan si anak mempunyai dokumen resmi yang diakui oleh Negara. 

Karena jika tidak ada dokumen yang menerangkan atas pengangkatan si anak, 

maka bisa dituntut oleh saudara-saudara si pewaris atau dituntut oleh ahli waris 

yang lain. Bahkan bisa berdampak pembatalan warisan kepada si anak angkat. 

Dalam perspektif fikih Islam, pembagian warisan baru bisa dilaksanakan jika 

telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan di atas. Mulai dari rukun, sebab, 

syarat serta penghalang dalam mendapatkan warisan. Sehingga, jika peneliti 

sandingkan antara unsur-unsur yang ada pada sistem kewarisan hukum Islam 

dengan sistem kewarisan hukum adat pada masyarakat muslim suku Tengger, 

maka akan tampak betapa sistem kewarisan pada masyarakat muslim suku 

Tengger sangat sederhana dan belum sepenuhnya searah dengan kewarisan 

hukum Islam.17  

4. Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan 

                                                             
17 Lajnah Bidang Fiqh Fakultas Syariah Wal Qonun. Fiqh Mawaris. (Al-Azhar: Kairo) hal, 23-27 
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Setiap orang yang meninggal dunia secara otomatis menjadi pewaris, yaitu orang 

yang mewariskan apa yang ia miliki kepada ahli warisnya. Sedangkan ahli waris, 

yaitu anak, istri dan kerabat-kerabat si pewaris.  Selain karena hubungan nasab 

dan pernikahan, anak angkat atau anak asuh merupakan bagian dari ahli waris 

yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan si pewaris. 

Menyikapi terkait dengan anak angkat yang mendapatkan warisan dari ayah 

angkatnya, menurut peneliti masih perlu di telaah dan dikaji ulang kembali. 

Memang benar bahwa dalam sejarah hukum waris Islam, pengangkatan anak 

(tabanni) pernah dijadikan salah satu sebab saling waris-mewarisi. Akan tetapi 

hal ini tidak berlangsung lama, karena tabanni (pengangkatan anak) sudah 

dinasakhkan (dihapuskan) hukum dan akibat hukumnya menjadi tidak boleh. 

Fakta sejarah yang menjadi percontohan terkait dengan tabanni ini adalah 

Rasulullah Saw sendiri. Beliau pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai 

anaknya, sehingga pada waktu itu nama Zaid bin Haritsah dipanggil dengan Zaid 

bin Muhammmad. Namun setelah turunnya wahyu yang melarang tabanni, 

Rasulullah Saw langsung menanggalkan nama beliau dari nama Zaid bin 

Haritsah. Hal ini terekam pada surat Al-Ahzab ayat 4-5; 

هَ  َأ م  ن ه ن  َم  ون  ر  ئ يَت ظ اه  ك م َاللَّ  اج  و  َأ ز  ع ل  اَج  م  َو  ف ه  و  َف يَج  نَق ل ب ي ن  لٍَم   ج  ل ر   َ َاللَّ  ع ل  اَج  َم  ع ل  اَج  م  َو  ات ك م 

ك مَ  َأ ب ن اء  ك م  ي اء  َق َ أ د ع  ل ك م 
د يَالس ب يلَ ذ َٰ َي ه  ه و  َو  ق  َال ح  َي ق ول  اللَّ   َو  ك م  اه  َب أ ف و  ل ك م ََو  .َ َه و  م  ب ائ ه  َلِ  اد ع وه م 

ند َاللَّ  َ ََأ ق س ط َع  ان ك م  و  َف إ خ  ه م  واَآب اء  َت ع ل م  ال يك مَ ف إ نَل م  و  م  َو  ين  ََف يَالد   أ ت مَب ه  ط  اَأ خ  ن احٌَف يم  َج  َع ل ي ك م  ل ي س  و 

يمًا ح  غ ف ورًاَر   َ َاللَّ  ك ان  َو  َق ل وب ك م  د ت  اَت ع م  نَم  ك 
ل َٰ  (5-4)الْحزاب:ََو 

Artinya:  

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam 

rongganya; dan Dia tidak menjadikan isterimu-isterimu yang kamu zhihar itu 

sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak 

kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu 

saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan di menunjukkan jalan (yang 

benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama 

bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak 

mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura33-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura33-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura33-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura33-aya5.html
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saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap 

apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja 

oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.18 

Sehingga berdasarkan nash di atas tentu apa yang masih di praktekkan oleh 

masyarakat muslim suku Tengger sangat berseberangan dengan hukum Islam. 

Karena termasuk pada asas waris hukum Islam adalah di prioritaskan untuk 

keluarga dekat. 

 Asas penyebarluasan dengan prioritas di lingkungan keluarga. Suatu asas yang 

menegaskan bahwa pembagian harta warisan berkemungkinan untuk mecakup 

banyak ahli waris. Bukan anak saja yang dapat warisan, tetapi lebih luas lagi 

pada suami atau istri, orang tua, saudara-saudara bahkan cucu ke bawah dan 

orang tua ke atas serta keturunan saudara-saudara sama-sama tercakup.19 

Kemudian masalah harta warisan, pada umumnya di lingkungan masyarakat adat 

warisan bisa berbentuk benda, bisa juga non benda seperti hak, atau gelar. Sebab, 

pada masyarakat adat biasanya gelar yang ada pada orang tua secara otomatis 

akan di wariskan juga kepada anaknya. Jadi, penobatan gelar ini disebut juga 

dengan warisan. Seperti yang ada pada adat masyarakat Batak Angkola di daerah 

Tapanuli Selatan. Namun ternyata tidak begitu halnya yang ada pada masyarakat 

muslim suku Tengger. Seorang dukun pendeta (tokoh adat) ketika ia meninggal 

dunia, belum tentu gelar dukun pendeta diberikan kepada ahli warisnya. Karena, 

penobatan dukun pendeta tidak bisa diperoleh secara otomatis. Akan tetapi harus 

melalui syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dinyatakan lulus setelah dites oleh 

ketua dukun pendeta.20 

Menyikapi mengenai masalah warisan yang berupa hak, para ulama fikih klasik 

mempunyai perbedaan pandangan sehingga menimbulkan perbedaan pendapat. 

Seperti yang telah dijelaskan oleh Sabiq (2006:483) sebagai berikut: 

                                                             
18  Mujamma’ Al Malik Fahd. Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Madinah Al Munawwarah:Maktbah Al-

Malik Fahd, 2002) hal, 666-667 
19 Anshori, A.G. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas. 

(Yogyakarta:Ekonisia, 2005) hal, 18 
20    Hasil wawancara dan observasi lapangan 
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Tirkah ‘ peninggalan’ adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati 

secara mutlak (pendapat kalangan mazhab Hanafi). Hal demikian ditetapkan oleh 

Ibnu Hazm, sebagaimana perkataannya bahwa Allah telah mewajibkan warisan 

pada harta, bukan lainnya yang ditinggalkan oleh manusia sesudah dia wafat. 

Adapun hak-hak, maka ia tidak diwariskan kecuali hak yang mengikuti harta atau 

dalam pengertian harta, misalnya hak pakai, hak tinggal di tanah yang 

diperuntukkan untuk bangunan dan tanaman. Menurut kalangan mazhab Maliki, 

Syafi’i, dan Hanbali, peninggalan itu mencakup semua harta dan hak yang 

ditinggalkan oleh si si mayit, baik hak berupa harta benda maupun bukan harta 

benda.21 

Perbedaan pendapat ini karena harus adanya perincian jenis hak yang masuk 

kategori warisan dan adapula jenis hak yang tidak bisa diwariskan. Adapun 

kategori jenis hak yang bisa diwariskan seperti hak pakai atau hak tinggal. 

Sedangkan hak yang tidak masuk jenis kategori diwariskan adalah seperti hak 

berupa panggilan untuk sebagai ketua adat. Sebab, posisi sebagai ketua adat 

hanya bisa didapatkan jika memenuhi kriteria tertentu.22 

5. Waktu Pembagian Harta Warisan 

Pada masyarakat muslim suku Tengger, penentuan bagian-bagian setiap ahli 

waris sudah dilakukan oleh si pewaris di saat ia masih hidup. Namun masih 

sebatas penentuan saja. Adapun peralihan hak kepemilikan dan pengelolaannya 

dilakukan setelah si pewaris meninggal dunia. Tapi, ada juga sebagian di waktu 

si pewaris masih hidup.  

Salah satu tujuan dari penundaan peralihan hak ini adalah agar penyelesaian 

hutang-hutang si pewaris bisa dilakukan dengan mudah, yaitu berupa menjual 

sebagian harta yang dimiliki oleh si pewaris. Karena untuk menyelesaikan 

hutang-hutang si pewaris merupakan tanggungjawab semua ahli waris. 

Pada penyelesaian utang-utang ini, peneliti melihat tradisi yang baik. Karena, 

menyelesaikan utang-utang si pewaris memang merupakan salah satu hak-hak 

                                                             
21 Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah, Terjemahan Nor Hasanuddin dkk. Jilid 4. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 

2006) hal, 483 
22 Hasil wawancara dan observasi lapangan 
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yang berkenaan dengan harta peninggalan si pewaris. Banyak ayat-ayat Alqur’an 

yang menerangkan tentang penyelesaian hutang-hutang mesti dilakukan terlebih 

dahulu baru kemudian sisanya diperuntukkan kepada ahli waris yang berhak 

menerima warisan.  

َد ي نٍَ اَأ و  َب ه  ين  ي ةٍَي وص  ص  َو  َب ع د  ن    ...م 

dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.23  

Berkaitan dengan waktu pengalihan dan pembagian warisan pada masyarakat 

muslim suku Tengger, masih sangat berbeda jauh dengan apa yang dikehendaki 

oleh hukum Islam. Sebab, dalam hukum Islam bahwa peralihan warisan sudah 

otomatis di saat si pewaris meninggal dunia.  

Hukum waris islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-

mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak 

dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun ia 

berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas 

keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut 

sesudah ia meninggal dunia.24 

KESIMPULAN 

Setelah beberapa uraian dipaparkan oleh peneliti, bisa disimpulkan mengenai 

sistem kewarisan masyarkat muslim suku Tengger adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa sistem kewarisan pada masyarakat muslim suku Tengger memang benar 

menggunakan sistem adat. Sistem kewarisan adat mereka mempunyai sedikit 

perbedaan dengan sistem adat lainnya. Di antara perbedaan ini adalah adanya 

istilah tanah gantung, momongan anak. Untuk lebih jelasnya peneliti merincikan 

sebagai berikut: 

a. Masyarakat muslim suku Tengger menganut sistem kekerabatan parental 

atau bilateral, Yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis kedua 

orang tua (ayah-ibu). Dalam sistem ini, laki-laki dan perempuan mempunyai 

                                                             
23 Mujamma’ Al Malik Fahd. Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Madinah Al Munawwarah:Maktbah Al-

Malik Fahd, 2002) hal, 117 
24 Suhrawardi dan Komis. Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) 

hal, 41 
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hak yang sama dalam waris-mewarisi tanpa ada perbedaan bagian. Namun, 

pada masyarakat muslim suku Tengger ada pengkhususan bagian tertentu 

untuk anak yang mengasuh kedua orang tua. Bagian ini biasa disebut dengan 

istilah tanah gantung. Sedangkan dalam hukum Islam bahwa masing-masing 

ahli waris menerima bagiannya sesuai dengan ketentuan yang telah di 

tetapkan di dalam Alqur’an. Tanpa ada bahagian tambahan yang tujuannya 

adalah membedakan di antara ahli waris. 

b. Pada masyarakat muslim suku Tengger, ada istilah waktu pembagian 

warisan dan ada waktu peralihan hak kepemilikan. Waktu pembagian 

warisan atau penentuan, biasanya dilakukan ketika orang tua masih hidup. 

Adapun waktu peralihan hak kepemilikan harta warisan kepada ahli waris 

ada dua macam. Pertama, peralihan bagian dilakukan ketika orang tua masih 

hidup. Kedua, peralihan bagian dilakukan ketika orang tua telah meninggal 

dunia dan setelah diadakan musyawarah keluarga. Pada hukum Islam 

sesungguhnya waktu dan peralihan masalah pembagian harta warisan adalah 

sama. Yaitu, sewaktu pewaris meninggal dunia. Namun, jika dilakukan 

penentuan bagian ahli waris sewaktu pewaris masih hidup dengan ketentuan 

bagian yang sesuai dengan Alqur’an dan penerimaan bagiannya dilakukan 

setelah pewaris meninggal dunia, maka proses ini tidak menabrak hukum 

Islam.  

c. Bagi seseorang yang belum atau tidak mempunyai keturunan, kemudian ia 

mengangkat anak (momongan anak), maka ketika ia meninggal dunia, anak 

angkat tersebut berhak mendapatkan bagian warisan dari hartanya, jika 

dalam proses pengangkatannya mempunyai akta pengangkatan. Hukum 

Islam memandang bahwa masalah anak angkat atau istilah yang lebih islami 

disebut anak asuh bukanlah bagian dari ahli waris. Ikatan dengan mereka 

adalah persaudaraan ikatan akidah atau agama. Kecuali yang dijadikan 

sebagai anak asuh itu dari anak saudara sendiri.  
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2. Sistem kewarisan masyarakat muslim suku tengger, jika ditinjau dalam 

perspektif hukum Islam, maka ditemukan beberapa kesimpulan-kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Dalam tinjauan yuridis empiris banyak nilai-nilai yang sesuai dengan 

semangat ruh islam. Seperti prinsip bilateral dan individual dalam hukum 

islam. Prinsip bilateral yaitu prinsip keturunan yang memperhitungkan 

hubungan kekerabatan baik melalui garis laki-laki maupun perempuan. 

Sedangkan maksud prinsip individual adalah bahwa ahli waris berhak 

mendapatkan warisan secara perorangan dan memilikinya secara pribadi. 

b. Masyarakat muslim suku Tengger menggunakan sistem kewarisan adat 

dikarenakan dua faktor: Pertama, karena mayoritas mereka belum mengerti 

dengan sistem yang ada pada hukum Islam. Kedua, karena sebagian 

memandang dengan sistem adat lebih sesuai dengan kehidupan mereka. 

c. Adapun dalam tinjauan normatif terkait dengan sistem kewarisan masyarakat 

muslim suku Tengger, maka sesungguhnya masih sangat banyak yang perlu 

untuk dibenahi penyesuaiannya dengan nilai-nilai Islami. Seperti masalah 

struktur ahli waris, waktu pembagian warisan, syarat, rukun dan sebab 

mendapatkan warisan, dan jumlah besarnya bagian yang diterima oleh ahli 

waris. 
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